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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna 

“derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya 

terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan 

penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok).
1
 Kekerasan mengandung resiko 

bahaya dan kerugian bagi orang lain maupun pelaku kekerasan. Tindakan kekerasan 

atau violence pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat 

bergantung kepada masyarakat sendiri.
2
 Kekerasan dapat terjadi dalam ruang lingkup 

yang luas salah satunya kekerasan seksual. 

Kekerasan adalah tindakan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi 

sesorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai 

sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang 

disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut 

gender-based violence. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidak 

                                                           
1
 John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta 

Solusinya, Jurnal Sasi, Volume 16 Tahun 2010, hlm. 9 
2
 Fathul Djannah Nuraisah, Kekerasan Terhadap Isteri, (Yokyakarta : LKIS Yokyakarta, 

2007), hlm. 11. 



setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
3
  Mansour Fakih, menjelaskan macam 

dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:  

1) Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam 

perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk 

mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidak 

relaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan di sebabkan oleh pelbagai 

faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun 

kultural tidak ada pilihan lain.  

2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga 

(domiestic violence). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan 

terhadap anak-anak (child abuse).  

3) Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital 

mutilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. 

4) Kekerasan dalam betuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme 

ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara 

selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di situ 

pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga 

menarik pajak dari mereka.Sementara sesorang pelacur dianggap rendah oleh 

                                                           
3
 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), hlm 16 



massyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai di 

kunjung orang.  

5) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Porngrafi adalah jenis 

kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan 

nonfisik, yakni pelecahan terhadap kaum perempuan di mana tubuh 

perempuan di jadikan objek demi keuntungan seseorang.  

6) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga Berencana 

(enforced sterilization). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah 

menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memnuhi 

target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali di jadikan 

korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa 

persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal kaum laki-laki 

juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan di paksa sterelisasi yang sering 

kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.  

7) Adalah jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang atau 

menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan 

kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi 

di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis.  

8) Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di 

masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual and 

emotional haressment. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi 

adalah unwanted attention from men. Banyak orang membela bahwa 



pelecehan seksual itu merupakan usaha untuk bersahabat. Sungguhnya 

pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut 

merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.
4
 

Kekerasan seksual menjadi perhatian penting oleh Negara, hal ini terbukti dari 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang  Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada 

dalam masyarakat. Tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali 

terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih 

perkosaan.
5
 Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang 

sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan 

memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. 

Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah meningkat dari tahun ketahun, hal ini 

telah tertulis dalam grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 18- 20.( penerbitan, sleman : 

INSISTPress, 2020) 
5
 Douglas, J.D dan Waksler, F.C. 2002. Teori – Teori Kekerasan. Jakarta : Chalia Indonesia 

dan Universitas Kristen Petra 
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Grafik 1  

Bentuk kekerasan yang dialami korban di Indonesia tahun 2022-2024 

Sumber: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024 

Di Indonesia, berdasarkan tabel di atas setiap tahunnya angka kekerasan Yang 

terjadi pada perempuan terus menerus menagalami peningkatan. Jumlah kekerasan 

tertinggi terlihat pada jenis kekerasan Seksual yang berjumlah lebih dari 10.000 

(sepuluh ribu) kekerasan. Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar dibanding dengan 

kekerasan psikis yang menduduki posisi kedua. Tingginya angka kekerasan seksual 

yang terjadi di Indonesia merupakan kalkulasi penjumlahan angka kekerasan yang 

terjadi di semua daerah propinsi, kota, dan kabupaten yang tersebar dari Sabang 

hingga Marauke. Salah satu Propinsi di Indonesia yang jumlah kekerasan seksualnya 
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tinggi adalah Propinsi Sumatera Selatan. Hal ini tergambar dalam Grafik 2 berikut 

ini: 

Grafik 2 

Bentuk kekerasan yang dialami korban di Sumatera Selatan tahun 2022-2024 

Sumber:  : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024 

Berdasarkan Grafik 2 di atas terlihat jumlah kekerasan seksual di Propinsi 

Sumatera Selatan merupakan jenis kekerasan dengan jumlah tertinggi, meskipun 

jumlahnya menurun di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.  Fenomena  kekerasan  

terhadap  perempuan  dan  anak  akhir-akhir  ini  menjadi  isu  yang  sangat  ramai 

diperbincangkan.   

 

 

 



Grafik 3 

Bentuk kekerasan yang dialami korban di Muara Enim tahun 2023-2024 

 
 Sumber: : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024 

 

Berdasarkan data di Kabupaten Muara Enim tingkat kekerasan seksual sangat 

tinggi, hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 

kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat fenomena yang terjadi dan menimpa 

anak anak serta mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan 

seksual. Salah satu kasus di Kabupaten Muara Enim yang terjadi ialah kasus yang 

menimpa JF (9) mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dengan 

alasan tidak mau membantu, dan kesal lantaran melakukan kesalahan pekerjaan 

rumah.  

Kedua tersangka ini memiliki usaha laundry, “ya korban disuruh membantu 

kata tersangka sering malas, dan banyak bermain," ungkapnya.  Sampai akhirnya, 
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korban dituduh menghilangkan pakaian laundry sehingga membuatnya dianiaya 

kedua tersangka. Hal ini terungkap ketika korban dengan luka lebamnya dilihat oleh 

salah seorang petugas yang bertanya dan korban mengaku dianiaya," tuturnya.  

Penganiayaan yang dialami korban sudah lebih dari sekali, terbilang sering 

namun korban tidak berbicara dan hanya mengaku terjatuh. Atas perbuatan tersebut, 

kedua pelaku dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang No 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga (UU-PKDRT) dengan ancaman 

pidana lima tahun penjara," terangnya.  Dalam keterangannya, tersangka Ahmadon 

mengaku kesal dengan korban lantaran tidak mau membantu mengingat dirinya 

memiliki usaha laundry.  "Saya kesal pak pernah ada barang yang hilang tetapi dia 

tidak mau mengaku, jadi saya pukul menggunakan charger hp dan saya akui sering 

saya memukul dia apabila melakukan kesalahan."  

Saat ditanyakan terkait kasus kedua tersangka dalam dugaan tindak pidana 

perdagangan manusia atau lebih tepatnya prostitusi terhadap anak yang dijajakan 

melaui aplikasi media sosial Michat dirinya tidak mengelak atas dugaan itu.  "Saya 

tidak tahu pak, setahu saya istri saya yang mengoperasikan aplikasi Michat itu pak,"  

korban sempat dilarikan kerumah sakit lantaran di organ vital korban mengeluarkan 

cairan yang tidak sedap dan diduga dikarenakan adanya infeksi akibat seringnya 

berganti ganti pasangan lantaran terlibat dalam prostitusi online. Korban sempat 

merasa senang karna dia bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, dan inilah 

yang membuat penulis ingin meneliti pentingnya rehabilitasi terhadap korban 

eksploitasi seksual.  



Saat ini, Indonesia memiliki peraturan khusus tentang tindak pidana kekerasan 

seksual, yaitu UU TPKS. Merujuk Pasal 1 angka 1 UU TPKS, yang dimaksud 

dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi 

unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan 

seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan 

dalam undang-undang ini. UU TPKS menjamin hak-hak korban, termasuk hak atas 

pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan hak untuk tidak diperiksa secara 

menjerat. Peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 

TPKS). UU ini bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan 

korban kekerasan seksual, serta menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku.  

Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau 

Sexual Exploitation of Children adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-

hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, 

orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah 

objek seksual.
6
 Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk 

pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja 

paksa serta perbudakan.
7
Sehingga eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan 

sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang 

                                                           
6
 Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, “Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam”, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vo.2, No.2, hlm. 275-

302 
7
 Ahmad Sofian, Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab, Bangkok:ESPAT 

International, 2006 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt627b23aa80fff/undang-undang-nomor-12-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_12_2022


tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan 

pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.
8
 

Bentuk eksploitasi terbagi menjadi 3 tiga yakni Pelacuran anak, perdagangan 

anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.
9
 Perdagangan anak dengan motif 

seksual masih dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial. Eksploitasi seksual 

terhadap anak adalah istilah yag digunakan untuk merujuk pada penggunaan 

seksualitas anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkan dengan imbalan baik 

berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau 

orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. 

Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksploitasi dan disalah gunakan 

sehingga hak-hak anak semakin terabaikan. 

Undang-Undang Kesejahteraan Anak di Indonesia diatur dalam beberapa 

peraturan, namun yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak yang terdapat dalam  Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan 

bahwa "anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat 

membahayakan atau menghabat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar". 

Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang juga 

berkaitan erat dengan kesejahteraan anak. Lebih baru lagi, ada Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari 
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Pertama Kehidupan, yang fokus pada perlindungan dan kesejahteraan ibu dan anak 

sejak masa persiapan kehamilan hingga anak berusia dua tahun.  

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin agar 

kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara . 

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama.
10

 

pengadaan kesejahteraan anak bergantung pada partisipasi yang baik antara subjek 

dan objek dalam usaha pengaduan anak tersebut. Adapun bentuk perlindungan anak 

anak sebagai berikut: 

1.  Perlindungan anak semasa kandung 

2. Perlindungan anak BALITA 

3. Perlindungan anak diatas lima tahun sampai dengan 21 tahun 

4. Perlindungan diatas usia 21 tahun 

Secara potensi anak dapat diperlakukan buruk, baik kondisi fisik, mental maupun 

sosial yang sering kali memungkinkan dirinya di eksploitasi oleh orang sekelilingnya 

atau bahkan pula oleh dalam lingkungan keluarga yaitu orang tuanya sendiri tanpa 

anak tersebut dapat berbuat sesuatu hal. Pada hakikatnya anak merupakan generasi 

penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau dilantarkan, di eksploitasi atau 

dilecehkan seperti contohnya di bidang seks sangat potensi untuk di eksploitasi.
11
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Berdasarkan kasus-kasus anak korban kekerasan yang ditangani oleh LPA, 

dan Hotline Service memberikan gambaran bahwa kasus anak yang dieksploitasi 

secara seksual, berasal dari keluarga atau orang tua dengan ciri-ciri tertentu selain 

karena masa pubertas itu sendiri sebagai pemicu masalah, yang menghasilkan 

karakteristik anak-anak yang rentan berperilaku anti sosial dan berujung pada anak 

menjadi korban eskploitasi seksual.
12

 Penelitian Joan A. Reid tentang Model 

Eksplotatif Kerentanan Anak Terhadap Eksploitasi Komersial Seksual Dalam 

Pelacuran, Department of Rehabilitation and Mental Health Counseling, University 

of South Florida, Tampa, FL, USA; pada salah satu temuannya menyatakan bahwa 

perlakuan salah pada anak dan disfungsi psikososial pada anak ada hubungannya 

dengan kerentanan anak dieksploitasi secara seksual.
13

  

Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa terdapat faktor lingkungan yang 

menyebabkan anak anak menjadi korban eksploitasi seksual, namun disisi lain 

terdapat faktor disfungsi psikososial anak dan perlakuan salah terhadap anak yang 

menjadi faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual. Berbagai program 

penanganan bagi anakmenjadi korban eksploitasi seksual secara komprehensif antara 

lembaga pemerintah dengan lembaga milik masyarakat, telah banyak dilakukan.
14

 

Bahkan respon media terhadap anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan di tempat 

lokalisasi telah diekspose ke ruang publik melalui media massa, meski respon 
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tersebut hanyalah menunda anak-anak menjadi pelacur. Apabila tidak dilakukan 

intervensi dengan tepat sesuai dengan lamanya anak mengalami eksploitasi, 

kemudian mengembalikan ke keluarga, maka anak akan kembali ditemukan sebagai 

korban atau pelaku.  

Program rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual diperlukan 

intervensi yang tepat, sesuai dengan lamanya diekploitasi, diperlukan waktu 

intervensi yang lama dan panjang untuk merubah kebiasaan mental karena mereka 

yang telah menjadi korban dalam waktu yang lama telah terjadi kerusakan mental 

maupun reproduksi serta seksual, bahkan mereka telah aktif secara seksual dan 

memiliki kebiasaan mencari uang melaui hubungan seksual sebagai cara untuk 

mengatasi kemiskinan yang dihadapi. 

Menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seorang untuk 

mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 

martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan 

karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan 

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tentunya hal tersebut 

memerlukan keterlibatan pendamping bagi anak maupun keluarga serta tenaga medis 

dan teraphis mental maupun seksual yang dapat menangani masalah anak-anak 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP


korban ekploitasi seksual, artinya perlu biaya cukup tinggi untuk penanganan satu 

korban eksploitasi seksual.
15

 

Berbicara mengenai perlindungan dan hak anak, bangsa Indonesia sendiri 

sebenarnya telah menaruh perhatian khusus terhadap anak sejak tahun 1945 dalam 

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2), yang 

mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain 

itu, pemerintah juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui UU No. 10 Tahun 

2012, yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, 

baik dari sisi pencegahan maupun penanganan, termasuk memberi bantuan dan 

perlindungan bagi korban kekerasan (Pasal 19). Dan kemudian menerbitkan UU No. 

23 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU. No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak yang menyatakan bahwa negara menyediakan pendekatan menyeluruh untuk 

perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak.
16

  

Permasalahan sosial mengenai anak-anak yang menjadi korban kekerasan 

seakan tertutupi dari publik karena masih minimnya kepedulian dan rendahnya 

pengetahuan tentang kekerasan. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai 

perubahan undang-undang sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan 

secara jelas bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
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melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17

 Melihat hal tersebut maka 

sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat 

namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku 

penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran korban 

karena peluangnya sangat tinggi.  

Ketika seorang anak mendapat kekerasan secara verbal, non verbal, dan 

sosial, anak tidak dapat melakukan tindakan atau perlawanan apapun, sehingga 

ketidakberdayaan mereka secara fisik dan mental membuat mereka semakin tertekan 

dan tidak memiliki relasi yang baik dengan orang tua, keluarga, ataupun orang 

sekitar.
18

 Keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku 

kekerasan paling dominan terhadap anak. Segala bentuk perlakuan yang merusak 

hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang 

tidak berkemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali. Atas dasar tersebut, 

sehingga kepedulian atau perhatian yang ditujukan kepada anak dijelaskan dalam 

bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membahas mengenai sistem 

peradilan pidana anak sebagi pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 
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yang membahas mengenai pengadilan anak.
19

 Penggantian Undang-Undang tersebut 

perlu dilakukan jika dengan alasan Undang-Undang lama yang sudah tidak releven 

lagi dengan kebutuhan hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat. Seperti yang 

terjadi di Kabupaten Muara Enim, seorang anak berinisial JS mengalami kekerasan 

seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri yang mengakibatkan korban 

mendapatkan berbagai bekas luka, baik secara fisik maupun secara psikologis,  dapat 

dipahami bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga 

mempunyai berbagai macam cakupan. 

Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan 

mempelajarinya secara mendalam, khususnya mengenai tinjauan viktimologi 

terhadap perilaku criminal dengan judul Tesis yaitu :  Rehabilitasi Terhadap Anak 

Korban Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Terbaik Bagi Anak  

B. Permasalahan Hukum 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

isu dan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi 

seksual? 

2. Bagaimana mekanisme rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi 

seksual? 

3. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi Seksual? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk  menganalisis pengaturan rehabilitasi terhadap anak korban 

eksploitasi seksual. 

b. menjelaskan dan menganalisis  mekanisme rehabilitasi terhadap anak 

korban eksploitasi seksual. 

c. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan 

seksual. 

B. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, 

yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa hal mengenai perlindungan 

terhadap korban kekerasan seksual.  

2. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang 

dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.  

3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana 

terutama yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual. 



b. Manfaat Praktis 

1. Agar anak bisa lebih terbuka terhadap orang lain dan menjauhi hal hal 

seperti kekerasan seksual yang dialami oleh anak itu sendiri. 

2. Agar orang tua lebih mengayomi dan menjaga anak agar terhindar dari 

kekerasan seksual dan eksploitasi seksual 

3. Agar masyarakat umum  dan pemerintah dapat melakukan pengawasan 

dan bimbingan terhadap korban kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. 

4. Diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat hukum dan pemerintah yang 

diberi amanah dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam 

hal kebijakan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan eksploitasi 

seksual.  

D. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

a. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula 

dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam 

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid 

Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal 

dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan 



secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui 

hukum dan moral.
20

  

Fitzerland menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkooordinasikan sebagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
21

 Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atas dan 

dilindungi.  

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari 

teori hukum alam atas aliran hukum alam. Pada dasarnya, setiap manusia 

terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati 

mendapatkan hak dasar yaitu kebutuhan, hak hidup, baik untuk dilindungi, dan 

hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum aliran pada abad ke-18 

yaitu Locke, bahwa teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan 

individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan tentang kontrak sosial.22 

Pada dasarnya, setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebutuhan, 
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hak hidup, baik untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan 

prinsip hukum aliran pada abad ke-18 yaitu Locke, bahwa teori hukum beranjak 

dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga 

mengajarkan tentang kontrak sosial. Kontrak sosial terdiri dari dua kata, 

kontrak dan sosial. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kontrak 

mengandung arti perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam 

perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya, atau persetujuan yang bersanksi 

hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan 

kegiatan.
23

 

Languet, dengan nama samaran Stephen Junius Brutus, dalam bukunya 

Vindiciae Contra Tyrannos (suatu pembelaan kebebasan terhadap tiran-tiran) 

mengajukan teori kontraknya dengan mengatakan, bahwa pembentukan negara 

itu didasarkan atas dua kontrak; pertama, dibuat antara Tuhan disatu pihak dan 

raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat akan 

tetap patuh kepada perintah-perintah agama sebagai hamba-hamba Tuhan; 

kedua, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk 

taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.
24

 Sementara 

Hobbes dalam bukunya Leviathan mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin 

antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan pihak dari kontrak 
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tersebut, tetapi produk darinya. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, 

rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukan oleh raja, karenanya rakyat tidak dapat mengeluh (memprotes) 

kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak berpihak kepada rakyat.
25

 

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam 

pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana 

perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar 

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan 

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. 
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Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 

dengan tujuan dari negara hukum.
26

 

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya 

upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga 

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan 

dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada 

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia.
27

 

2. Middle Range Theory  

a. Teori Kepastian Hukum 
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Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan 

dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang 

dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum 

dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang 

hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.
28

 Berdasarkan pendapat 

dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal 

positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam 

masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai 

kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, 

ketentuan maupun ketetapan. 

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat 

melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang 

berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka 

seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan 

suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun 

menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum 

itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan.
29

 bahwa dalam teori kepastian 

hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan 

erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: 
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1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah 

perundang-undangan. 

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan 

pada kenyataan. 

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan 

dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal 

pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. 

 Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, 

didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah 

kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa 

kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya 

lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari 

Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif 

yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat 

dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. 

Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan 

maupun ketetapan. 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang 



berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan  

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.
30

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas 

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan 

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau 

adil bukan sekedar hukum yang buruk.
31

  

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 
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adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
32

 Ajaran 

kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan 

pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat 

hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. 

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak 

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-

mata untuk kepastian.
33

 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum 

yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-

sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch 

keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari 

hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus 

diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban 

suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori 
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kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan 

kebahagiaan.
34

  

Kepastian hukum perlunya kebijakan hukum mengenai aturan secara 

khusus terkait perbuatan pelecehan seksual. Undang-Undang yang mengatur 

tindak pidana kekerasan seksual adalah UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang inilah yang bisa dijadikan 

dasar dari perbuatan pelecehan seksual dan menjamin kepastian hukumnya. 

Saat  inilah  perlunya  kebijakan  hukum  terhadap  pelecehan seksual secara 

khusus di masa yang akan datang untuk mencapai kepastian hukum dalam 

menangani kasus   tersebut.   Untuk   mencapai   suatu   kebijakan   hukum   

pidana,   perlu   adanya perumusan  moral,  nilai  asas  serta  teori  yang  

berhubungan  dengan  kebijakan  hukum pidana.  Kebijakan  hukum  dilakukan  

harus  memandang  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam masyarakat.  

3. Applied Theory 

a. Teori Rehabilitasi dan  Pengayoman 

Teori Rehabilitasi memberikan tujuan agar pelaku kejahatan dapat 

diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat 

ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. 

Thomas Aquinas, dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, sudah memisahkan antara 

pidana dengan pidana (poenae ut poenae) dengan pidana sebagai obat (poenae 
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ut medicine). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan 

daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan prevensi umum dan prevensi 

khusus (poenae prasentis vitae magis sunt medicinales quam retributive). 

Prevensi khusus, menurut Aquinas, bertujuan untuk memperbaiki narapidana 

agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya, 

sedangkan prevensi umum bertujuan mencegah orang lain untuk tidak 

melakukan kejahatan. 

Teori pengayoman dikemukakan oleh Sahardjo. Sahardjo menegaskan 

segala usaha yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan 

Pancasila. Jika gangguan terjadi yang disebabkan oleh suatu dan lain hal dan 

berpotensi mengganggu keamanan negara, si pengganggu tersebut dapat 

diberikan sanksi berupa hukuman pidana agar si pengganggu tidak mengulangi 

lagi perbuatannya. Sahardjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan alat 

pengayom bagi bangsa Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi masyarakat 

dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

Sedangkan bagian dari pembangunan nasional yang berorientasi pada 

keseimbangan tujuan pembangunan atau tujuan negara, terdiri dari:
35

 

a. Perlindungan masyarakat ( social defence) 

b. Kesejahteraan masyarakat ( social welfare) 
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Sahardjo menambahkan bahwa, hukum melindungi masyarakat dan 

individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban 

masyarakat yang dilakukan oleh individu, pemerintah sendiri, maupun 

pemerintah asing. Hukum harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota 

masyarakat berguna, mengayomi, dan mendidik. Berdasarkan pandangan 

Sahardjo tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu 1) hukum sebagai alat 

pengayoman bagi siapa pun dan sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan 

kekuasaan negara, 2) hukum berfungsi untuk menjadikan anggota masyarakat 

sebagai individu yang berguna, 3) apabila ada seseorang yang mengganggu 

ketertiban masyarakat, maka dibutuhkan tindakan koreksi yang berguna untuk 

memulihkan keseimbangan masyarakat, 4) pidana itu harus seimbang dengan 

tingkat gangguan atau kerugian yang ditimbulkan. Pembaharuan hukum dalam 

suatu sistem hukum mencakup empat aspek pokok dari sistem hukum, yaitu: 1) 

aspek filosofis, yakni adanya nilai yang mendasari sistem hukum; 2) aspek 

asas-asas hukum; 3) aspek normatif, yakni adanya norma atau hukum/peraturan 

perundang-undangan; dan 4) aspek sosiologis, yakni masyarakat hukum sebagai 

pendukung sistem hukum tersebut. Keempat aspek dasar ini tersusun dalam 

suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum 

(nasional).
36
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Rehabilitasi sosial terhadap anak mempunyai makna yang berarti 

pemulihan pada suatu keadaan yang semula atau merupakan suatu proses 

melakukan perbaikan perilaku yang bertujuan agar anak tersebut bisa 

menyesuaikan diri seperti semula di lingkungan masyarakat dan dapat 

melaksanakan perannya sebagai warga negara. Rehabilitasi terhadap anak 

korban kekerasan seksual ini merupakan bentuk usaha perlindungan khusus 

yang didapatkan anak dengan keadaan tertentu yang bertujuan agar anak 

tersebut mendapatkan jaminan rasa aman terhadap berbagai macam ancaman 

bahaya atas diri maupun jiwa anak tersebut, hal ini telah disampaikan Kembali 

dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada 

hakekatnya memberikan gambaran berbagai kondisi anak yang berhak 

mendapatkan perlindungan khusus yang salah satunya adalah anak sebagai 

korban kejahatan seksual. 

Pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk Lembaga Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (LPKS) berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial 

Replubik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini yaitu agar anak 

berhadapan dengan hukum dapat melaksanakan keberfungsian sosial yang 

meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak- hak anak, 

memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri, serta 

tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial 



anak berhadapan dengan hukum.
37

 Rehabilitasi sosial untuk anak berhadapan 

dengan hukum dilaksanakan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, 

perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan 

kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial 

dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, 

bimbingan resosialisasi, serta bimbingan lanjut dan/atau rujukan. 

Pengertian   rehabilitasi   termuat  dalam  Pemensos   nomor   26   tahun   

2018   tentang rehabiliitasi  sosial   dan   reintegrasi   sosial   bagi  anak  

berkonflik   hukum   ialah  pemulihan refungsionalisasi  serta  pengmbangan 

nilai  fungsi sosial  anak  guna  kepentingan  terbaik  bagi anak  secara  wajar  

saat  bersosialisasi  dengan  masyarakat.  Reintegrasi  sosial  ialah upaya 

persiapan  anak  berhadapan  hukum,  korban, saksi  agar  mengembalikan  

mereka  kepada lingkungan masyarakat dan keluarga. Teori rehabilitasi anak 

berfokus pada pemulihan fungsi sosial anak yang mengalami masalah, baik itu 

sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, agar mereka dapat kembali 

berintegrasi dengan baik ke dalam keluarga dan masyarakat. Teori ini 

menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan dukungan sosial untuk 
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membantu anak mengembangkan potensi diri dan mengatasi masalah yang 

dihadapi.
38

  

Lembaga rehabilitasi sosial yang bergerak pada penanganan khusus anak 

dengan perilaku menyimpang tidak hanya memiliki anak dengan kategori anak 

berhadapan dengan hukum, melainkan juga terdapat anak reguler dalam hal ini 

masuk pada lembaga rehabilitasi bukan dengan vonis pengadilan seperti ABH 

melainkan mendaftarkan diri. Proses rehabilitasi memberi beberapa program 

yang wajib dijalankan setiap harinya dengan pengawasan pekerja sosial dalam 

pusat rehabilitasi. 
39

Peran pekerja sosial ini kemudian menjadi sangat penting 

karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan memebentuk 

sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.  

Pengasuh sosial yang dikatakan baik ialah berfokus pada memberikan 

bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik dilingkungan rumah 

maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab 

sosial yang harus diembannya. Proses masuk anak dalam lembaga juga berbeda 

antara ABH dengan anak nakal sebab jika ABH masuk dalam panti dengan 

melalui proses peradilan dimaan anak divonis untuk berada dalam panti untuk 

menghabiskan sissa masa hukuman yang dijalaninya maka ABH yang telah di 

vonis berada dalam panti tidak bisa menolak karna hal itu addalah keputusan 

peradian, namun berbeda halnya dengan anak nakal yang masuk dalam panti 
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dengan cara mendaftarkan diri secara suka rela melalui proses open recruitment 

dimana anak berhak mendapatkan program dari panti selama empat bulan 

lamanya.
40

 

Anak dalam panti rehabilitasi kemudian ditempatkan dalam satu atap 

yang sama memunculkan adanya interaksi termasuk dalam interaksi belajar 

perilaku menyimpang sebab anak yang masuk dalam panti seluruhnya memiliki 

latar belakang kenakaln msin-masing, hal tersebut kemudian dapat 

memunculkan pemaknaan tersendiri akan proses rehabilitasi yang dijalani 

bergantung pada objek yang memaknai setelah adanya interaksi, kemudian 

konsep ini dijelaskan Blummer sebagai interaksionisme simbolik yang 

menggambarkan arah perilaku manusia berdasarkan makna yang melekat.
41

 

Dalam undang-undang juga telah di putuskan bahwa peran perlindungan 

khusus kepada anak wajib diberikan oleh pemerintah maupun lembaga negara 

lain yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan khusus 

tersebut. Rehabilitasi adalah hal yang sangat diprioritaskan untuk anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual. Rehabilitasi dilakukan dengan tujuan proses 

pemulihan pengobatan yang di berikan kepada anak korban kekerasan seksual 

sehingga korban dapat pulih secara penuh dan tidak lagi merasakan trauma 
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berkepanjangan di dalam dirinya, sehingga korban mampu berinteraksi kembali 

secara normal di lingkungan ke keluarga dan masyarakat.  

Berikut adalah beberapa teori yang relevan dalam rehabilitasi anak:
42

 

1. Teori Rehabilitasi Sosial: 

Teori ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak, 

termasuk kemampuannya untuk melaksanakan peran, memenuhi hak-

haknya, memecahkan masalah, dan mengembangkan potensi diri. 

Rehabilitasi sosial juga mencakup menciptakan lingkungan sosial yang 

mendukung keberhasilan pemulihan anak. Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi 

Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi acuan dalam 

pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.  

2. Teori Belajar Sosial: 

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku anak, termasuk perilaku 

menyimpang, dapat dipelajari melalui interaksi sosial dan pengalaman. 

Dalam konteks rehabilitasi, teori ini menekankan pentingnya memberikan 

lingkungan yang positif dan mendukung serta memberikan contoh perilaku 

yang baik bagi anak.  

3. Teori Kognitif: 
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Teori ini berfokus pada bagaimana cara berpikir dan memproses 

informasi seorang anak. Perubahan dalam cara berpikir dapat membantu 

anak mengubah perilakunya. Dalam rehabilitasi, terapi kognitif dapat 

membantu anak untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif 

yang mungkin berkontribusi pada masalah yang mereka hadapi.  

4. Teori Sistem: 

Teori ini melihat anak sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, 

termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Rehabilitasi yang efektif 

membutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh sistem ini untuk 

memberikan dukungan yang komprehensif bagi anak.  

Penerapan Teori Rehabilitasi dalam Praktik: 

a. Pendidikan dan Pelatihan: 

Memberikan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk 

meningkatkan kemampuan anak dan mempersiapkan mereka untuk kembali 

ke masyarakat.  

b. Konseling dan Terapi: 

Memberikan konseling individu dan kelompok untuk membantu 

anak mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mereka alami.  

c. Dukungan Keluarga: 

Melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi untuk memberikan 

dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan anak.  

d. Reintegrasi Sosial: 



Memfasilitasi kembalinya anak ke masyarakat dengan memberikan 

dukungan dan bimbingan agar mereka dapat beradaptasi dengan baik.  

e. Advokasi: 

Memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mereka mendapatkan 

perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.  

Dengan menerapkan teori-teori ini secara holistik, rehabilitasi anak dapat 

menjadi proses yang efektif dalam membantu mereka mencapai potensi penuh 

mereka dan membangun masa depan yang lebih baik 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya 

mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup 

disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu system ajaran tentang 

kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, 

dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum 

dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Selanjutnya dipaparkan juga 

bahwa sifat dari dogmatic hukum ( ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu 

tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis-rasional dan model 

penalaran yang digunakan adalah logika-deduktif, sedangkan ilmu tentang 

kenyataan hukum ( sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, 

perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model 



penalaran yang digunakan adalah logika induktif. Filsafat hukum bersifat etis-

spekulatif dan politik hukum bersifat praktis fungsional.  

2. Jenis Pendekatan 

Penelitian Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

Perundang-Undangan ( Statue Approach) ,pendekatan konseptual ( Conceptual 

Approach), dan pendekatan futuristic, yaitu : 

a. Pendekatan Perundang- Undangan ( Statue Approach) 

Penggunaan pendekatan perundang-undangan oleh peneliti diharapkan 

dapat digunakan untuk memahami bagaimana hirarki dan asas-asas 

perundangundangan kemudian dapat didukung oleh pendekatan konseptual 

kekerasan seksual yang muncul dari pandangan-pandangan yang 

berkembang di kalangan akademisi dan doktrin-doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum. Perundangundaangan yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi : a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; b) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga; dan c) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi 

dan Transaksi Elektronik dan e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  

 

b. Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach) 



Pendekatan berbasis konsep digunakan peneliti ketika peneliti tidak 

berangkat dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini untuk mengetahui 

bagaimana bentuk pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan 

seksual di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual peneliti 

dapat menemukan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut 

juga dapat ditemukan di beberapa pandangan sarjana ataupun doktrin-

doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-

undang, meskipun tidak secara eksplisit. 

c. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach) 

Konsep pembelajaran Futuristik merupakan  sebuah  konsep  

pembelajaran  yang  dirancanguntuk peserta  didik  di  masa  depan  dengan  

mempertimbangkan  esensi  serta  fungsi  pokok  pendidikan  dalam 

pengembangan  kuaitas  sumber  daya  manusia  di  masa  depan. Konsep  

pembelajaran  futuristik  digunakan untuk mempersiapkan diri menuju masa 

depan maka dari itu dibutuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi 

globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan 

memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya. Konsep pembelajaran 

futuristik pada sektorpendidikanmaka sangat penting untuk mencetak produk  

sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  dapat  menghadapi  arus  perubahan  

zaman.  Masa  depan ditentukan  oleh  pengetahuan sehingga  dunia  

bergabung  dan  berpijak  kepada  pengetahuan.  Pengetahuan menjadi  

modal  paling  berharga  dan  paling  dibutuhkan  sebab  pengetahuan  



merupakan  pemenang  dalam berbagai  aktivitas  kehidupan. Pendidikandan  

pengetahuan  sangat  dibutuhkan  di  masa  depan  banyak perubahan yang 

terjadi pada perkembangan ilmu pengetahuan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan 

ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat 

sui-generis dicirikan dengan :  

1. Sifat Empiris Analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi 

(struktur) hukum yang berlaku. 

2. Mensistimatisasi gejala yang dipaparkan dan dianalisis itu 

3. Hermeneutik = menginterpretasi 

4. Memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku 

5. Memberikan model teoritis terhadap praktek hukum 

Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka secara garis 

besar digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: Pendekatan dengan 

mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan 

doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan 

menelusuri secara sistematik keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang 

sifatnya instrumental dan operasional. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu 

penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui 

asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal 



melalui asas delegasi. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang 

menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan 

masa kini dan antisipasi masa yang akan datang. Pendekatan perbandingan 

hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum 

untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data 

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum di dalam penelitian biasanya 

dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai 

perilakunya) atau disebut data empiris dan dari bahan pustaka.
43

 Data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan 

data dari bahan pustaka dinamakan data skunder. Dalam penelitian ini, data 

diperoleh secara sekunder.  

 

Sumber Bahan Penelitian Hukum 

1) Data Sekunder 

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

1. Undang-Undang Dasar 1945 
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2. Undang- Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

3. Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak 

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak 

mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan 

hukum primer, antara lain: 

1. Hasil penelitian hukum yang relevan tentang Tinjauan kriminologi 

terhadap pelaku kekerasan seksual. 

2. Buku-buku, karya ilmiah, dan bentuk tulisan lainnya yang relevan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini 

c. Bahan Hukum Tersier 

Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: 

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia 

2. Kamus Hukum 

3. Ensiklopedia Hukum Indonesia  

4. Dan lain sebagainya 



 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan 

mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan 

selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub 

aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau 

interpreatasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara 

aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok 

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan 

memberikan gambaran hasil secara utuh.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif dilakukan 

secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal 

yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang 

sama pada hal-hal yang khusus tersebut. Logika atau penalaran induktif yang 

dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus 

individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Merumuskan fakta, 

mencari hubungan sebab dan akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan 

kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan 
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kasus faktual yang sedang dihadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik 

suatu kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika 

induktif.
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